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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Negara Indonesia adalah negara pertanian, sehingga tanah sangat penting bagi kehidupan

bangsa Indonesia.Tanah merupakan salah satu sumber daya alam terpenting bagi kehidupan

manusia, dan hubungan antara manusia dengan bumi bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi

juga sumber tanah untuk ditinggali umat manusia.Pentingnya Lander bagi manusia sering

menyebabkan sengketa tanah.Sengketa tanah yang muncul belakangan ini semakin rumit.Badai

tidak terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial budaya bahkan agama.Penerapan

pihak (orang atau badan hukum) yang meliputi sengketa hukum dan klaim tanah, keberatan dan

klaim atas status tanah dengan harapan dapat ditemukan penyelesaian administratif sesuai

dengan ketentuan aturan yang berlaku, terjadinya sengketa hukum terkait tanah.1

Keluhan pertanahan sebagian besar merupakan masalah mempertanyakan keabsahan

hukum pertanahan.Ini termasuk produk tanah, sejarah pembelian tanah, penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan penggunaan tanah, pembebasan tanah, dan banyak lagi.bisa dalam bentuk

Singkatnya, hampir semua aspek tanah dapat terjadi sebagai sumber sengketa tanah, seperti

penyalahgunaan atau perampasan tanah.

Sesuai dengan Perpres 10/2006, pembentukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) diperkuat

dengan memperhatikan kebutuhan dan aspek partisipasi masyarakat dalam mendukung

kesejahteraan bersama.BPN berperan penting dalam membantu dan melayani masyarakat dalam

1Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Mandar Maju, Bandung, 1991 hal 22



memperoleh hak atas tanah, serta membantu masyarakat mencari solusi jika terjadi perselisihan

antar hak di bidang pertanahan.

Itu membutuhkan resolusi penuh dari masalah yang bermasalah.Dalam hal bidang

pertanahan karena adanya masalah, jika tanah bersinggungan erat dengan kehidupan dan

kehidupan manusia, maka solusi yang berbeda dapat dilakukan untuk mengatasi masalah

pertanahan tersebut.Salah satunya adalah menyelesaikan atau menangani sengketa alternatif.

Istilah sengketa dan sengketa adalah dua hal yang secara konseptual berbeda atau identik

dan dapat dipertukarkan. Beberapa ulama berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara

kesalahpahaman dan perselisihan, sedangkan ulama lain berpendapat bahwa perselisihan bisa

berbeda dengan perselisihan:

1. Istilah perselisihan memiliki arti yang lebih luas daripada perselisihan, karena

perselisihan mungkin bersifat kontroversial dan mungkin melibatkan perselisihan yang

telah muncul.

2. Sengketa berkaitan dengan sengketa di mana para pihak belum ditentukan atau tidak

dapat ditentukan. Sementara itu, perselisihan antara para pihak dapat diidentifikasi

dengan jelas.

3. Istilah sengketa lebih sering dijumpai dalam literatur ilmu sosial dan politik daripada

dalam literatur hukum, dan istilah sengketa lebih sering dijumpai dalam literatur studi

hukum2

2Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2010 hal 1-2



Secara teoritis penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara. Cara

penyelesaian sengketa yang pertama adalah melalui litigasi, kemudian proses litigasi

dikembangkan dengan kerjasama (bersama) di luar pengadilan. Proses peradilan mengarah pada

keputusan yang merugikan yang gagal menerima kepentingan bersama dan bahkan tidak

menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaian, membutuhkan biaya tinggi, tidak

responsif, dan menimbulkan permusuhan antar pihak yang berselisih3

Konflik dan perselisihan yang terjadi saat ini perlu saling fokus mengingat tiada habisnya

permasalahan yang memerlukan agenda khusus dalam kebijakan pemerintah di bidang

pertanahan nasional.Banyaknya perkara yang terkait dengan pertanahan ditunjukkan oleh

banyaknya perkara perdata yang diterima oleh MA.

Penelitian sebelumnya menunjukkan jumlah perkara perdata yang diterima Mahkamah

Agung Republik Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 1.414 perkara, meningkat 6,26 persen dari

3.900 perkara pada tahun 2009. Dari 4.144 kasus perdata yang diterima, jumlah tertinggi (1.824

kasus atau 44,26%) terkait dengan sengketa tanah4

Pada gilirannya tanah yang menjadi subyek kontroversi tidak dapat dioptimalkan dan tidak

memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik hukum dan masyarakat pada umumnya karena tanah

yang disengketakan tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya.

Keputusan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa perdata dan sengketa tanah

didasarkan pada Peraturan Herziene Inlandsch (HIR) sebagai salah satu sumber hukum acara

3Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 hal
3

4Gusrizal, Pelaksanaan Eksekusi Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dalam Sistem Peradilan
Perdata Melalui Proses Mediasi, Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Unpad, 2013 hal 109



perdata untuk wilayah Jawa dan Madura, warisan kolonialisme Hindia Timur Belanda., dan /

atau Buitengewesten (RBg), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata untuk wilayah di luar

Jawa dan Madura.Sementara itu, terserah kepada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa

tersebut menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif atau alternatif penyelesaian

sengketa (ADR). Penyelesaian sengketa tanah dengan mekanisme ADR dilakukan sesuai dengan

UU 30 Tahun 1999, terkait dengan berbagai ketentuan hukum penyelesaian sengketa, seperti

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Acara Peradilan dan Peraturan Pengadilan

Banding (PERMA). Peraturan Ketua Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun

2011, menggantikan Peraturan Tata Cara Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Menteri

Pertanian, sehubungan dengan tata cara mediasi di pengadilan, Nomor 1 Tahun 2008 Kepala

Badan Pertanahan Nasional Penyelesaian Masalah Pertanahan Nomor 11 Tahun 2016

(selanjutnya disebut Perkaban Nomor 11 Tahun 2016). Penyelesaian sengketa tanah oleh

National Land Service berdasarkan nomor Perkaban. Debat 11 tahun 2016, para pihak yang

bersengketa dapat menggunakan cara-cara di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa tanah merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah di bidang

pertanahan.Eksekusinya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Objek sengketa

dalam pelepasan BPN diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Pasal 11 Tahun 2016 terkait dengan

tumpang tindih hak atas tanah. Dalam hal ini, objek hukum yang sama mempunyai dua properti

oleh dua (atau lebih) orang yang berbeda. Tujuan dari penyelesaian sengketa berbasis Perkaban

di BPN adalah untuk memberikan kepercayaan dan keadilan hukum dalam hal penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan penggunaan tanah.



Untuk mencapai tujuan tersebut, Perkaban No. 11 tahun 2016 mengatur penyelesaian

sengketa tanah melalui mediasi yaitu berdasarkan asas negosiasi untuk mencapai kesepakatan

untuk kepentingan semua pihak.Jika ditemukan kesepakatan arbitrase, maka Perjanjian

Perdamaian disimpulkan berdasarkan protokol arbitrase yang mengikat para pihak.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis merasa perlu untuk

mengkaji masalah ini dan mengangkatnya sebagai proposal penelitian yang berjudul:

“Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kantor Pertanahan Kota

Gorontalo”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pertanyaan penelitian (research questions)

dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Mediasi dalam upaya penyelesaian Sengketa Tanah di

Kantor Pertanahan Kota Gorontalo ?

2. Faktor-Faktor apakah yang menghambat proses pelaksanaan Mediasi dalam upaya

penyelesaian Sengketa Tanah di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo ?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Mediasi dalam upaya penyelesaian Sengketa Tanah di

Kantor Pertanahan Kota Gorontalo

2. Untuk mengetahui Faktor yang menghambat pelaksanaan Mediasi dalam upaya

penyelesaian Sengketa Tanah di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo



1.4 Manfaat Penelitian

1. Dalam melakukan penelitian ini tentunya ada sesuatu yang hendak ingin dicapai, dari

segi pemanfaatan teoritisnya, diharapkan hasil penelitian ini sangat berguna bagi ilmu

pengetahuan, khususnya ilmu hukum perdata, sehingga kiranya dapat berperan sebagai

literatur untuk menambah khasanah kepustakaan hukum perdata.

2. Manfaat dari segi praktis, diharapkan juga bermanfaat bagi praktisi ilmu hukum

perdata, aparat pemerintah khususnya badan pertanahan nasional dan masyarakat pada

umumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjaun Umum Tentang Mediasi

2.1.1 Pengertian Mediasi

Secara etimologis istilah mediasi berasal dari bahasa Latin yang artinya berada di

tengah.Ini mengacu pada peran yang dimainkan oleh pihak ketiga sebagai perantara dalam

pelaksanaan kewajibannya untuk menyelesaikan dan menyelesaikan sengketa antara para

pihak.'Berada di tengah' berarti mediator harus netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan

sengketa. Arbiter harus mampu menjaga kepentingan para pihak secara adil dan merata sehingga

meningkatkan kepercayaan para pihak yang bersengketa5

Mediasi adalah upaya para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi

dengan bantuan pihak netral lainnya. Mediasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan

sengketa melalui negosiasi untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan

mediator.

Hasil mediasi saat dijelaskan adalah elemen-elemen berikut:

a. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip kesukarelaan melalui

negosiasi.

b. Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang berselisih untuk mencari

solusi.

c. Mediator yang terlibat harus diakui oleh para pihak yang bersengketa.

5Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Jakarta : Kencana,
2011 hal 2



d. Arbiter tidak diperbolehkan mengambil keputusan selama negosiasi.

e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai kesimpulan atau kesimpulan yang dapat diterima

dari para pihak yang berselisih.

Pengertian mediasi secara terminologi dapat dilihat pada prosedur mediasi Pengadilan

Banding pada Pengadilan Nomor 01 Tahun 2008, dimana mediasi merupakan sarana

penyelesaian perselisihan melalui negosiasi untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak

yang telah dibantu oleh mediator.Arbiter adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam

negosiasi dengan mencari solusi atas berbagai sengketa tanpa menggunakan paksaan dan

paksaan. Namun banyak ahli yang belum memahami arti mediasi, termasuk Prof. Takdir

Rahmadi mengatakan mesias akan diselesaikan melalui negosiasi antara dua pihak atau lebih

atau melalui kesepakatan dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki hak untuk

memutuskan.6

Prinsip mediasi yang digunakan utamanya adalah sebagai berikut:

a. Partisipasi para pihak dalam mediasi.

b. Butuh banyak usaha untuk mencapai kesepakatan.

c. Menggunakan pendekatan terpadu dengan sampel praktik komersial terbaik.

d. Hormati hak-hak pihak yang terlibat.

Menurut C.W.

6Op cit Takdir Rahmadi hal 12



Arbitrase tidak memiliki kewenangan untuk campur tangan dalam sengketa atau negosiasi, untuk

memutuskan apakah akan mengizinkan pihak yang dapat diterima dan berselisih untuk mencari

kesepakatan sukarela untuk menyelesaikan masalah yang disengketakan.7

2.1.2 Pengertian Mediator

Menurut Muhammad Zainuddin, definisi arbiter "harus pihak ketiga dan netral dalam

negosiasi atas permintaan para pihak". Menurut Putusan Pertama Pengadilan tahun 2008, arbiter

"adalah pihak yang netral dan membantu para pihak dalam menyelesaikan berbagai sengketa

tanpa menggunakan metode untuk menemukan atau menyelesaikannya."

Memiliki fungsi tersendiri sebagai mediator sebagai mediator sebagai mediator. Tugas

yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

a. Biasanya meningkatkan komunikasi antara pihak dengan hambatan dan hambatan

psikologis

b. Mendorong terciptanya suasana yang kondusif untuk negosiasi yang adil

c. Pengetahuan tidak langsung dari para pihak atau pemahaman tentang kemajuan dan isi

dari negosiasi yang sedang berlangsung.

d. Memperjelas masalah dan kepentingan penting masing-masing pihak.

Sebagai mediator, dalam hal ini ia harus memiliki peran, terutama dalam hal mediasi.

Posisi arbiter dalam hal ini:

7ibid



a. Arbiter tidak akan memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam perselisihan

atau perselisihan.

b. Arbiter, sebagai pihak yang netral, membantu para pihak dalam mencari solusi berbeda

untuk berbagai sengketa tanpa menggunakan paksaan atau paksaan.

c. Arbiter tidak dapat memutuskan perselisihan saat ini atau perselisihan antara para pihak.

d. Mediator hanya bertindak sebagai fasilitator dari proses negosiasi yang sedang

berlangsung antara negosiasi yang mewakili kepentingan para pihak atau para pihak.

Berbagai peran mediasi dalam mediasi dijelaskan sebagai berikut:

a. Memantau operasi dan menentukan aturan dasar.

b. Pertahankan struktur dan kecepatan percakapan.

c. Menciptakan dan memelihara kepercayaan antara para pihak.

d. Jelaskan praktik dan didik para pihak dalam komunikasi yang baik.

e. Memperkuat suasana komunikasi.

f. Pertentangan dengan situasi dan kenyataan.

g. Membantu dalam menyelesaikan masalah kreatif di antara para pihak.

Mengingat peran dan peran arbiter yang sangat penting dalam proses mediasi di pengadilan

negeri, maka Mahkamah Agung akan segera melakukan pelatihan bagi hakim-hakim di

pengadilan negeri di daerah dan hakim yang akan menjadi moderator akan mendapatkan

pemahaman yang cukup untuk melakukan mediasi. , arbiter diharapkan mempelajari lebih lanjut

tentang mediasi.Mengingat kerangka waktu yang digunakan untuk melakukan mediasi dengan



moderator di dalam persidangan yang hanya 22 hari, diharapkan arbiter dapat menyusun strategi

yang tepat untuk memanfaatkan waktu dengan lebih baik.

Mediator bertindak sebagai mediator antara para pihak yang bersengketa.Peran ini

dimainkan oleh peran seorang arbiter yang secara aktif membantu para pihak untuk memahami

dengan benar perselisihan yang mereka hadapi dan menawarkan solusi terbaik untuk diikuti.

Prinsip ini kemudian mensyaratkan bahwa arbiter adalah orang yang cukup mengetahui

area relevan yang disengketakan oleh para pihak.Selain itu, peran arbiter adalah membantu para

pihak mencapai kesepakatan dengan membuat usulan-usulan mendasar tentang pokok sengketa.

Menurut Gary Goodspaster's Guide to Dialogue and Mediation, peran mediator adalah:

a. Lakukan diagnosis konflik.

b. Identifikasi masalah dan kepentingan penting.

c. Buat agenda.

d. Berkomunikasi dan mengelola komunikasi.

e. Mengajar pihak dalam perjanjian dan keterampilan perdagangan.

f. Bantu para pihak mengumpulkan informasi penting.

g. Selesaikan masalah untuk membuat pemilihan.

2.1.3 Tujuan dan Manfaat Mediasi

Arbitrase adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.Tujuan

mediasi adalah untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak dengan melibatkan pihak

ketiga yang netral dan netral. Mediasi akan mengarahkan para pihak pada implementasi



perjanjian damai permanen dan permanen, dan penyelesaian perselisihan melalui mediasi akan

menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada partai yang dikalahkan atau

partai dikalahkan (win-win solution). Dalam mediasi, para pihak yang bersengketa aktif dan

kompeten penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki hak untuk

memutuskan, tetapi membantu para pihak untuk melanjutkan proses mediasi hanya untuk

mencapai kesepakatan damai.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat membantu karena para pihak telah mencapai

kesepakatan yang mengakhiri sengketa secara adil dan timbal balik.Ada juga keuntungan dari

negosiasi yang gagal dimana para pihak belum mencapai kesepakatan.Kesediaan para pihak

untuk bertemu di tahap mediasi setidaknya telah memperjelas akar perselisihan dan

mempersempit perselisihan di antara mereka.Hal ini menunjukkan bahwa para pihak siap untuk

menyelesaikan perselisihan tersebut, namun belum menemukan format yang sesuai yang dapat

disepakati oleh kedua belah pihak.

Sangat sulit untuk menyelesaikan sengketa, tetapi bukan berarti tidak mungkin untuk

diterapkan.Kekayaan utama dalam menyelesaikan perselisihan adalah kesediaan para pihak

untuk menyelesaikan perselisihan dan ketulusan mereka.Keinginan dan niat baik ini terkadang

membutuhkan bantuan pihak ketiga.Arbitrase adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa

yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan beberapa keuntungan, antara lain:

1. Sengketa arbitrase diharapkan menyelesaikan sengketa dengan cepat dan murah

dibandingkan dengan mengajukan gugatan ke arbitrase.

2. Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan riil dan kebutuhan emosional

atau psikologis mereka, sehingga mediasi tidak hanya fokus pada hak hukum mereka.



3. Arbitrase memungkinkan para pihak untuk terlibat secara langsung dan informal dalam

menyelesaikan sengketa.

4. Mediasi memberi para pihak kemampuan untuk memantau proses dan hasil.

5. Arbitrase, litigasi dan arbitrase dapat mengubah hasil yang sulit diprediksi, dengan

kesepakatan.

6. Mediasi menghasilkan hasil yang tahan uji dan dapat menciptakan saling pengertian yang

lebih baik di antara para pihak yang berselisih karena mereka memutuskan sendiri.

7. Mampu menghilangkan setiap konflik atau permusuhan yang hampir selalu menambah

efektif setiap keputusan yang dibuat oleh hakim di arbitrase, hakim atau juri.

2.1.4 Unsur-Unsur Mediasi

Dimulai dengan proses hukum yang berlarut-larut, biayanya sangat tinggi, dan keluhan

mereka yang kehilangan diri dikembangkan sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa di luar

majelis arbitrase. Penggunaan mediasi di berbagai negara seringkali mengandung unsur.8

1) Proses negosiasi.

2) Kehadiran pihak ketiga yang netral yang disebut mediator (mediator), para pihak

yang bersengketa berpartisipasi dan diterima.

3) Arbiter diperintahkan untuk membantu para pihak yang berselisih dalam mencari

penyelesaian sengketa.

4) Arbiter tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan selama negosiasi.

8Gayuh Arya Hardika, Quo Vadis Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia, Trade Union Right Centre, 2004 hal
4



Untuk tujuan menyelesaikan sengketa, ada tujuan untuk mencapai kesepakatan atau

menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima antara para pihak yang bersengketa.

1) Sebuah proses sengketa berdasarkan perundingan .

2) Adanya pihak ketiga yang bersifat netral yang disebut sebagai mediator (penengah)

terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan itu.

3) Mediator tersebut bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari

penyelesaian atas masalah-masalah sengketa

4) Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama proses perundingan

berlangsung Mempunyai tujuan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang

dapat diterima para pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

2.2 Sengketa Tanah Dan Konflik Pertanahan

2.2.1 Pengertian Sengketa Tanah

Sengketa tanah adalah sengketa atas tindakan hukum atau gugatan yang melibatkan

sebidang tanah tertentu. Dengan demikian, untuk menghindari perdebatan tentang tindakan

hukum atau akibat hukum dari suatu peristiwa hukum, seseorang harus terlebih dahulu mengikuti

apa yang disebut tanah dan aturan yang mengaturnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Raya, kontroversi adalah segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat,

perselisihan atau perselisihan. Pertumbuhan penduduk sangat pesat melalui migrasi dan

urbanisasi, dan jumlah lahan yang tersisa mengubah nilai ekonomi menjadi komoditas9

9Bernhard Limbong, Konflik Pertanahan, Pustaka Margaretha, Jakarta, 2012 hal 47



Meskipun sengketa merupakan kelanjutan dari konflik dan konflik itu sendiri merupakan

perselisihan antara kedua belah pihak, namun perselisihan tersebut hanya dirahasiakan dan tidak

diungkapkan dan perselisihan tersebut akan menjadi perselisihan jika dilaporkan kepada pihak

lain. Sengketa tanah dan klaim dari tuan tanah (perseorangan atau badan hukum) yang termasuk

sengketa tanah dan prioritasnya dengan harapan dapat ditemukan penyelesaian administratif

sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku jika terjadi sengketa hukum yang berkaitan dengan

tanah.

Secara umum, ada sejumlah masalah yang menjadi perdebatan, termasuk:

a. Masalah yang berkaitan dengan prioritas dapat didefinisikan sebagai pemegang hak yang

sah di wilayah dengan status hukum atau di tempat di mana hak belum tersedia

b. Menyangkal sesuatu atas dasar hak / bukti yang digunakan sebagai dasar pengalihan hak;

c. Representasi yang salah tentang hak karena penggunaan aturan yang tidak memadai atau

tidak tepat;

d. Sengketa atau masalah lain yang melibatkan aspek sosial praktis.

Tujuan utama dari perselisihan adalah untuk memiliki pihak-pihak yang lebih diutamakan

daripada daerah yang disengketakan, sehingga penyelesaian perselisihan hukum terhadap

perselisihan-perselisihan tersebut bergantung pada sifat permasalahan dan akan membutuhkan

tahapan tertentu sebelum perselisihan muncul. Keputusan

Pemecahan masalah kini telah mengambil permasalahan sosial yang kompleks dan

membutuhkan solusi dengan pendekatan holistik.Perkembangan sifat dan isi sengketa tanah saat



ini bukan hanya masalah pengelolaan tanah yang dapat diselesaikan melalui undang-undang

administratif, tetapi juga kompleksitas tanah yang telah mengakar dalam masalah politik, sosial,

budaya dan nasionalis serta hak asasi manusia.Masalah litigasi juga berlaku untuk masalah

hukum pidana, yaitu sengketa tanah terkait dengan pelanggaran hukum pidana. Secara umum,

masalah tanah atau pertanian terkait dengan pelanggaran HAM dan bahkan dapat menimbulkan

korban jiwa

Keputusan Ketua BPN RI tentang petunjuk teknis penyelesaian dan penyelesaian masalah

Lander No. 34 tahun 2007 menyebutkan bahwa ada masalah teknis, sengketa, sengketa dan

masalah pertanahan yang memerlukan penyelesaian atau penyelesaian masalah pertanahan.

Resolusi tersebut juga menyatakan bahwa masalah teknis merupakan tantangan yang dihadapi

masyarakat dan / atau Badan Pertanahan Nasional Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia di tingkat pusat dan daerah terkait dengan sistem hukum, tata kelola pertanahan atau

mekanisme kerja yang tidak lengkap10

2.2.2 Pengertian Konflik Tanah

Konflik berarti ada pertentangan atau konflik antara orang, kelompok, atau organisasi

pada satu titik masalah.Sesuai dengan petunjuk teknis dari Presiden BPN RI untuk penyelesaian

dan penyelesaian masalah Pertanahan Nomor 34 Tahun 2011, konflik tersebut merupakan akibat

dari penguasaan warga atau kelompok masyarakat dan organisasi hukum (swasta atau publik),

keadaan kemasyarakatan dan kemasyarakatan, serta kepentingan masyarakat., adalah perbedaan

antara ide atau konsep.atau Negara kepemilikan, penggunaan atau penggunaan bidang tanah

10ibid



tertentu oleh beberapa pihak, atau Negara untuk penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau

penggunaan wilayah tertentu, termasuk aspek politik, ekonomi dan sosial budaya. keadaan

keputusan manajemen.

Fokus pada “aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya” membedakan pengertian

sengketa tanah dengan sengketa tanah dalam versi Keputusan Presiden BPN RI Nomor 34 Tahun

2007.

Begitu pula dengan penetapan sengketa tanah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor

3 Presiden BPN RI yang menegaskan bahwa sengketa tanah adalah sengketa tanah antara

perorangan, kelompok, kelompok, organisasi, badan hukum atau lembaga yang memiliki

kecenderungan. -pengaruh politik. Padahal, sengketa atau perselisihan merupakan bentuk

perselisihan atau perselisihan antara dua pihak atau lebih11

2.3 Jalur Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia

2.3.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Pengadilan

A. Pengadilan Umum

Prinsip penting yang harus diperhatikan adalah supremasi hukum, jaminan pengadilan

yang independen. Yang dimaksud dengan kemerdekaan di sini adalah kebebasan dari pengaruh

kekuatan lain dalam penyelenggaraan peradilan untuk melindungi keadilan, keadilan dan

11Bambang Sutiyoso, Penyelesaian Sengketa Bisnis , Yogyakarta:Citra Media, 2006 hal 3



supremasi hukum. Untuk itu perlu diatur komposisi, kekuasaan dan lingkungan peradilan

umum.Yang kedua berdasarkan undang-undang no2.Tentang Penghakiman ke-2 tahun 1986.12

Pengadilan negeri merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi mereka

yang mencari keadilan secara umum (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1986)13

Kekuasaan yudisial di dalam Pengadilan Umum:

1) Pengadilan Negeri, yang merupakan pengadilan pertama.

2) Pengadilan Tinggi, yaitu pengadilan tingkat banding.

3) Wilayah hukum Mahkamah pada peradilan umum terkonsentrasi pada Mahkamah

Agung Republik Indonesia sebagai pengadilan negeri tertinggi.

4) (Pasal 3 UU No.2 Tahun 1986)

Pengadilan negeri terletak di kotamadya atau Kabupaten.Pengadilan mencakup yurisdiksi

atau administrasi.Sedangkan Pengadilan tinggi berada di ibukota provinsi.

B. Pengadilan Tata Usaha Negara

Negara dalam menyelesaikan sengketa tanah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2004, Pasal 2, Pasal 5 (1), Pasal 50, Pasal 51 PTUN. Di persidangan, terlihat dari putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Desember 2000 Nomor 84 K / TUN / 1999

12Elza Syarief, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, PT Gramedia, Jakarta, 2014
hal 225

13Sentosa Sembiring, Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-undangan Tentang Badan Peradilan Dan
Penegakan Hukum, Nuansa Aulia, Bandung, 2006 hal 32



dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 September 1999 Nomor 168 K /

Pdt /1998.

Alasan utama berbagai sengketa yang diselesaikan oleh pengadilan negara adalah

keputusan tata usaha negara yang dibuat oleh pejabat TUN.

2.3.2 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Proses penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan disebut Alternative Dispute

Resolution (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam bahasa Inggris. Ada juga

yang menyebutnya Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kooperatif  (MPK).14

Menyelesaikan sengketa menggunakan Alternative Dispute Resolution (DR) adalah cara

hidup yang berkaitan dengan gaya hidup dan gaya hidup masyarakat persaudaraan, dengan fokus

yang lebih besar pada kemenangan dan kerugian, daripada menyelesaikan sengketa melalui

pengadilan yang bersengketa. keluarga dan gotong royong.

Proses arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Alternatif Penyelesaian Arbitrase dan Argumen dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

a) Musyawarah ( Negotiation)

musyawarah merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang banyak digunakan

oleh berbagai pihak untuk menyelesaikan perselisihan. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

14 Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002 hal 11



Sengketa, Penyelesaian Sengketa, atau Perselisihan diatur dalam Undang-Undang Nombor 30

Tahun 1999, ayat 2 Pasal 6.

Negosiasi adalah salah satu bentuk penyelesaian perselisihan di luar hukum dengan cara

merundingkan para pihak atau wakilnya tanpa bantuan pihak lain, atau melalui perundingan

untuk mencari penyelesaian yang dianggap adil di antara para pihak. Hasil pembicaraan adalah

kesepakatan yang mengikat secara hukum.15

Secara keseluruhan, pembicaraan tersebut digunakan dalam perselisihan yang lebih

kompleks, dengan para pihak masih tulus dan siap untuk duduk bersama untuk menyelesaikan

masalah tersebut.

b) Konsiliasi

Kesepakatan tersebut adalah bentuk kunci dari pemantauan konflik sosial.Pemantauan ini

dilakukan melalui beberapa lembaga yang memungkinkan berkembangnya bentuk pertukaran

dan pengambilan keputusan.Dalam bentuk kesepakatan, sengketa tanah diselesaikan melalui

parlemen, dimana kedua belah pihak secara terbuka berdiskusi dan berdebat untuk mencapai

kesepakatan.

Perjanjian adalah penyelesaian sengketa, termasuk sengketa tanah yang dimediasi oleh satu

atau lebih pihak netral yang dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak. Perjanjian tersebut

harus didaftarkan pada otoritas pertanahan, dalam hal ini, misalnya, pada kantor BPN. Perjanjian

tersebut harus diselesaikan dalam waktu tiga puluh hari sejak diterimanya permintaan

15ibid



penyelesaian.Untuk pertama kalinya, para pihak dalam kesepakatan tersebut wajib melakukan

rekonsiliasi.Jika ada perjanjian damai, perjanjian tawar-menawar kolektif dimasukkan ke dalam

yurisdiksi yurisdiksi dimana perjanjian damai disepakati.Jika satu pihak gagal mematuhi

kontrak, pihak lainnya dapat mengajukan kontrak kinerja di pengadilan terdaftar dari perjanjian

bersama.

c) Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian sengketa (tanah) dan dilakukan melalui kesepakatan antara

kedua pihak yang berselisih untuk menemukan pihak ketiga yang netral sebagai mediator dalam

penyelesaian sengketa.Pengawasan ini sangat efektif dan berpotensi untuk terus digunakan oleh

masyarakat.

Kedua belah pihak sepakat untuk meminta saran dari pihak ketiga untuk menyelesaikan

perselisihan melalui mediasi. Penyelesaian sengketa dengan formulir ini didasarkan pada

kesepakatan bahwa kedua belah pihak yang berkonflik akan diselesaikan dengan bantuan satu

atau lebih penasihat ahli atau mediator. Pihak netral (netral) dan independen dalam arti tidak

dapat diikuti oleh pihak lain.

Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, Gunawan Vijaya berkeyakinan bahwa

arbiter tidak memiliki kewenangan untuk memaksa pihak luar dan berkewajiban mempersatukan

para pihak untuk mencari akses terhadap masalah yang dihadapi16Sebagai alternatif, mediasi

adalah pendekatan jangka pendek, terstruktur, pemecahan masalah, dan partisipatif yang

16Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian sengketa. Edisi I Cet. I Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2001 hal 92



melibatkan partisipasi aktif para pihak. Pilihan arbitrase melalui mediasi, kurangnya kepercayaan

terhadap independensi peradilan, dan kendala administratif yang mengatur lingkungan memiliki

keuntungan biaya, waktu, dan pendapat, yang mengarah pada pilihan akhir pengadilan untuk

menyelesaikan sengketa.Oleh karena itu, kami berharap penggunaan lembaga mediasi dapat

menjadi alternatif yang dapat berdampak positif dalam penyelesaian sengketa tanah.

d) Arbitrase

Kontrol konflik yang memungkinkan kedua pihak yang berkonflik untuk menerima atau

memaksa pihak ketiga yang akan memutuskan untuk menyelesaikan konflik.

Dalam arbitrase tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk mengambil tindakan hukum

sebagai jalan keluar dari perselisihan antara para pihak.Mediator atau mediator lah yang berperan

dalam menyelesaikan konflik disini.

Sehubungan dengan penggunaan bentuk mediasi ini, Maria S.W. Soemardjono pernah

mengusulkan menggunakan Lembaga Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah.

Menurut Sumardjono, untuk melakukan arbitrase tanah ini perlu dipahami latar belakang

persoalan pertanahan dan prinsip-prinsip dasar yudisial untuk menjawab ada tidaknya kantor

arbitrase tanah sebagai badan alternatif penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan dalam

peta sengketa tanah.17

17Maria S. W Sumardjono, Pedoman Pembuatan usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar, Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, 2001 hal 170



2.4 Badan Pertanahan Nasional

Dinas Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah non pemerintah di Indonesia yang

menjalankan fungsi pemerintahan nasional, daerah dan sektoral di bidang pertanahan.Layanan

Pertanahan Nasional sebelumnya dikenal sebagai Otoritas Pertanian.Pelayanan Pertanahan

Nasional diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 dan Keputusan Presiden

Nomor 85 Tahun 2012.

Layanan Pertanahan Nasional menjalankan fungsi pemerintah negara bagian, regional dan

sektoral di sektor pertanahan. Layanan Pertanahan Nasional melakukan fungsi-fungsi berikut:

a. Mengembangkan kebijakan nasional di bidang pertanahan.

b. Mengembangkan kebijakan teknis di bidang pertanahan.

c. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan.

d. Jasa pembangunan dan manajemen umum di bidang pertanahan.

e. Menyelenggarakan dan melaksanakan penelitian, pengukuran dan pemetaan di

bidang pertanahan.

f. Melakukan pendaftaran tanah untuk memastikan kepastian hukum.

g. Pengaturan dan penetapan hak atas tanah

h. Manajemen penggunaan pengguna, reformasi pertanian dan alokasi lahan khusus.

i. Penyiapan administrasi tanah negara / daerah dan / atau milik bekerja sama dengan

Kementerian Keuangan.

j. Penguasaan dan penguasaan kepemilikan tanah.

k. Kerja sama dengan organisasi lain.



2.5 Kerangka Pikir

Proses Penyelasaian Sengketa Tanah
dengan Mediasi oleh Badan Pertanahan

Nasional Gorontalo

Faktor Penghambat

1. Faktor Internal

2.    Faktor Eksternal

Proses Pelaksanaan :

1. Pengaduan
2. menelaah pengaduan sengketa

tanah yang diajukan,
3. memanggil kedua belah pihak
4. upaya musyawarah/mediasi.

 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang
Arbitrasedan Alternatif Penyelesaian Sengketa

 Perkaban No. 11 Tahun 2016

Terwujudnya Kepastian Hukum



2.6 Definisi Operasional.

1. Mediasi adalah penyelesaian sengketa (tanah) dan dilakukan melalui kesepakatan antara

kedua pihak yang berselisih untuk menemukan pihak ketiga yang netral sebagai mediator

dalam penyelesaian sengketa. Pengawasan ini sangat efektif dan berpotensi untuk terus

digunakan oleh masyarakat.

2. Sengketa tanah adalah sengketa atas tindakan hukum atau gugatan yang melibatkan

sebidang tanah tertentu.

3. musyawarah merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang banyak

digunakan oleh berbagai pihak untuk menyelesaikan perselisihan



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan penelitian mulai dari pengumpulan data

hingga analisis data dengan menitik beratkan pada aturan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, penelitian ini menggunakan metode

penelitian hukum empiris yang memperoleh informasi dari peneliti melalui pemantauan

langsung di daerah ini.

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk

melihat hukum dalam arti yang sebenarnya dan mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam

masyarakat.18

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sangat penting untuk penelitian hukum, khususnya penelitian empiris.

Jika lokasi, nama, dan masalah pencarian masih umum, maka penentuan lokasi pencarian harus

memperhatikan ketersediaan informasi di lokasi yang sesuai.19

Lokasi pencarian ini adalah Dinas Pertanahan Kota Gorontalo.Lokasi pencarian ditentukan

dengan mempertimbangkan banyaknya permasalahan terkait sengketa tanah yang telah

diselesaikan melalui mediasi oleh Dinas Pertanahan Kota Gorontalo.

18Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya
Ilmiah Bidang Hukum, Bandung: Alfabeta, 2013 hal 88

19Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris, Pustaka
Pelajar:Yogyakarta, 2010 hal 170 28



3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1  Populasi

Menurut Bambang Sunggono, populasi dapat berupa keseluruhan atau sekumpulan benda

yang sifatnya sama, sekumpulan orang atau benda, peristiwa, fenomena yang mempunyai ciri

atau ciri yang sama dari suatu populasi. Dalam penelitian ini seluruh populasi dikelola oleh

Kantor Pertanahan Kota Gorontalo dan seluruh pemangku kepentingan.20Populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Pertanahan Kota Gorontalo dan seluruh pihak yang

bersengketa.

3.3.2. Sampel

Menurut Burhan Ashshofa, sampel.21sampel ini merupakan bagian dari populasi yang

dianggap representatif. Berdasarkan populasi di Atas, peneliti merekrut 8 orang per sampel:

a. 4 PNS Pertanahan

b. 4 orang berperkara

3.5. Sumber Data

3.5.1. Data Studi Literatur

Ini dilakukan melalui studi dengan mengumpulkan pendapat dari para ahli hukum

yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah, dan surat kabar yang berisi

masalah yang sedang dipelajari.

Data studi literatur yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara mengambil

berbagai macam pendapat pakar hukum melalui berbagai macam literatur,serta

20Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hal 188
21Burhan.Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Jakarta :

Rajawali Pers. 2001 hal 97



kumpulan putusan hakim, dan data dari media cetak yang memiliki hubungan dengan

masalah yang diteliti.22

3.5.2. Penelitian Melalui Studi Lapangan

Studi penelitian melalui studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang

dilakukan melalui pengumpulan berbagai macam data dari lokasi penelitian yang

dianggap sebagai subjek dari penelitian

3.6 Metode Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data disini adalah:

3.6.1. Pengumpulan Data Melalui Observasi

Yaitu langsung melakukan penelitian dengan cara melihat dan mencermati dan

mengamati objek penelitian sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan pada objek

penelitian

3.6.2. Pengumpulan Data Melalui Wawancara

Teknik ini tergolong teknik yang dianggap akurat dikatakan peneliti langsung ke

sumber masalah dan subjek yang mengetahui suatu masalah atau melakukan

langsung wawancara yang berhubungan dengan objek penelitian salah satunya

adalah orang-orang yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian

3.6.3. Pengumpulan Data Melalui Dokumentasi

Metode ini melakukan pengumpulan data melalui metode dokumentasi, segala

sesuatu yang dianggap memiliki hubungan dengan objek penelitian dilakukan

22Ibid hlm 291



pengumpulan data melalui dokumentasi sebagai salah satu bukti kesahihan suatu

penelitian23

3.7 Teknik Analisa data

Metode ini dengan cara mengumpulkan data berupa data sekunder maupun data

primer sebagai sumber data penelitian, setelah itu data yang telah dikumpulkan akan diolah

dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara berusaha menjelaskan secara rinci

apa saja yang ditemukan dalam penelitian24

Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikumpulkan

secara sistematis dan deskriptif untuk analisis kualitatif dengan menunjukkan paparan dan

memberikan penjelasan rinci dan terperinci.

23Ibid hlm 295
24Ibid hlm 299



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kajian Wilayah Gorontalo menggambarkan keseluruhan situasi di Gorontalo: Kondisi

Fisik, Kependudukan, Manajemen, Keuangan dan Ekonomi Wilayah, Penataan Ruang, Struktur

Organisasi dan Kewajiban serta Tanggung Jawab Perangkat Daerah.

Wilayah geografis Kota Gorontalo terletak antara 00.28'.17 "- 00 35'.56" Lintang Utara

dan 122.59'.44 "Bujur Timur.

Gorontalo merupakan salah satu kota di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan letak

geografisnya, batas administrasi Kota Gorontalo bagian utara berbatasan dengan Kecamatan

Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Sebelah Timur Kecamatan Kabila dan Kecamatan Tilongkabila,

Kabupaten Bone Bolango, Sebelah Barat Kecamatan Telaga, Batudaa dan Batudaa Pantai,

Kabupaten Gorontalo.

Setelah beberapa kecamatan dan desa pemekaran, saat ini Gorontalo terdiri dari 9

(sembilan) kecamatan dan 50 kecamatan dengan masing-masing kabupaten:

Kecamatan Kota Barat dengan luas wilayah 20,08 km2 atau 23,40%

Kecamatan Dungingi dengan luas 4,67 km2 atau 6,33%

• Kabupaten Kota Selatan dengan luas 2,81 km 2 atau 3,55%

• Kabupaten Kota Timur dengan luas 5,32 km2 atau 6,73%

Kabupaten Kota Utara dengan luas 8,02 km2 atau 10,15%

Kabupaten Kota Tengah dengan luas 4,81 km2 atau 6,08%

Kabupaten Hulonthalangi dengan luas 14,23 km2 atau 18,01%
32



Kecamatan Dumbo Raya dengan luas 14,03 km2 atau 17,75%

Luas: Kecamatan Sipatana: 5,05 km2 atau 6,39%

Sembilan kecamatan di Gorontalo terbagi menjadi 50 Kelurahan, dimana semua

kelurahan masuk dalam kategori Kelurahan wiraswasta. Gorontalo memiliki 194 kecamatan, 280

RW dan 984 RT. Luas wilayah Gorontalo adalah 79,03 km2 yang terbagi menjadi 9 kecamatan

dan 50 kecamatan dengan nama kecamatan dan desa.

Jumlah penduduk terbesar adalah Gorontalo dengan jumlah penduduk 27.911 (14,18%),

Kabupaten Kota Timur 27.191 (13,81%), sedangkan jumlah penduduk terendah 16.920

(98,58%).

4.2 Pelaksanaan Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kantor

Pertanahan Kota Gorontalo

Sebagai alternatif penyelesaian sengketa, dilakukan mediasi oleh BPN untuk

menyelesaikan sengketa tanah.Arbitrase dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dengan

melibatkan pihak ketiga yang netral dan netral. Dalam hal ini, arbitrase dapat menyebabkan

para pihak untuk membuat perjanjian damai yang permanen dan stabil, dan penyelesaian

sengketa melalui arbitrase menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada

pihak yang dikalahkan, tidak juga dikalahkan, juga tidak dikenal sebagai penyelesaian.

Dalam mediasi, para pihak aktif dan berwenang penuh untuk mengambil keputusan.Arbiter

tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan, sebaliknya, membantu para pihak yang

berunding untuk menyelesaikan berbagai sengketa tanpa menggunakan cara-cara yang

memaksa atau memaksa.



Dalam struktur organisasi Badan Pertanahan Nasional dibentuk “Departemen Urusan

Perdesaan, Tata Ruang, dan Tata Guna Lahan” sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Perpres No.

17 Tahun 2015 yang berfungsi untuk merumuskan kebijakan penyelesaian sengketa tanah.

Sebagai terjemahan

Keputusan Presiden Nombor 11 Tahun 2016 Keputusan Pengadilan Tanah Perkaban.

Dalam Pasal 12 (5) Perkaban Nor.11 Tahun 2016:

"Jika perselisihan atau perselisihan tidak berada dalam yurisdiksi kementerian,

kementerian dapat memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau perselisihan melalui

mediasi."

Pasal 37 (1). Pejabat BPN dapat menjadi perantara karena posisinya, sehingga

menciptakan mediator yang kompeten, yaitu pejabat kementerian, atau unit wilayah BPN,

atau unit lahan yang diberi wewenang oleh BPN untuk bertindak sebagai arbitrator untuk

menyelesaikan sengketa tanah tambahan.

Masalah pertanahan yang sedang ditangani BPN diatur dalam Pasal 11 ayat (3) tahun

2016:

a) Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;

b) Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas

tanah bekas milik adat;

c) Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;

d) Kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;

e) Tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas

terdapat kesalahan;



f) Kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;

g) Kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti;

h) Kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;

i) Kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;

j) Penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atau

k) Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan

Kantor Pertanahan Kota Gorontalo adalah lembaga Milik Negara di bidang pertanahan

untuk pelaksanaan dan pengembangan pengelolaan pertanahan di Gorontalo.Sengketa tanah

merupakan salah satu tugas Kementerian Pertanahan Gorontalo dari Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia.

Dari survey yang dilakukan sebagai percakapan dengan seorang ibu di Kantor Pertanahan

Kota Gorontalo. Hasni Salamanja, sebagai Direktur Departemen Masalah dan Penyelesaian

Lahan, Sengketa dan Pengelolaan Lahan:

“Setiap sengketa, sengketa, dan sengketa tanah yang masuk dan terdaftar di Kantor

Pertanahan Kota Gorontalo diselesaikan oleh Dinas Pertanahan Kota Gorontalo untuk

penyelesaian dan penyelesaian sengketa tanah, termasuk sengketa tanah.

Informasi di atas sejalan dengan apa yang dikatakan Sugeng Siswanto, Kepala Kantor S,

A, ptnh, MM dalam wawancara dengan penulis:

“Perselisihan antara pihak tidak selalu harus diselesaikan di pengadilan, tapi bisa dilakukan

secara terpisah melalui musyawarah dan kesepakatan, dan yang terpenting ada rasa kekeluargaan

karena cara ini tidak merugikan hubungan di antara mereka”. "Kalau tidak dibahas biasanya

mereka bawa ke desa atau kantor pertanahan, dalam hal ini kepala desa atau kepala lembaga



pemberi bantuan, dalam hal ini mereka hanya bertindak sebagai mediator atau sering disebut

sebagai mediator."

Sementara itu, sengketa tanah dapat diselesaikan di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo

atau lihat prosedur pada diagram di bawah ini:

Bagan prosedur penyelesaian sengketa tanah
di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo

(Sumber Data : Kantor Pertanahan Kota Gorontalo)

Untuk lebih jelasnya terkait dengan rumusan masalah pertama yang meneliti angkat

tentang proses pelaksanaan mediasi pada kantor Pertanahan Kota Gorontalo yaitu sebagai berikut

:

PENGADUAN

MENELAAH

PEMANGGILAN KEDUA BELAH PIHAK

UPAYA MUSYAWARAH/MEDASI

TIDAK BERHASILBERHASIL

PENGADILANBERITA ACARA



4.2.1 Pengaduan

Berdasarkan pengaduan tentang sengketa tanah yang dikirim ke Kantor Pertanahan Kota

Gorontalo, masalah yang diangkat oleh Dinas dan Divisi Konflik, Sengketa dan Peristiwa dinilai

Berikut jumlah pengajuan sengketa tanah yang diterima oleh Kantor Pertanahan Kota Gorontalo

dari tahun 2017-2019 dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Pengaduan Sengketa Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Gorontalo dari tahun

2017-2019

No Kecamatan Jumlah Pengaduan Yang Masuk Proses
Mediasi2017 2018 2019

1 Kota Tengah 4 6 5 10

2 Kota Utara - 2 4 6

3 Kota Selatan 3 1 - 4

4 Kota Barat 2 2 3 6

5 Dungingi 5 3 5 11
(Sumber data : Kantor Pertanahan Kota Gorontalo)

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pengaduan yang masuk pada tahun 2017

adalah 14 pengaduan, Tahun 2018 sebanyak 14 pengaduan dan tahun 2019 sebanyak 17

pengaduan. Sedangkan proses mediasi oleh Kantor Pertanahan Kota Gorontalo adalah tahun

2017 sampai dengan 2019 adalah 10 kasus sengketa yang berhasil dilakukan upaya mediasi pada

masyarakat kecamatan Kota Tengah, sedangkan Kota Barat dari tahun 2017 sampai dengan

20197 sebanyak 6 kasus, Kota Selatan dan kota utara semuanya berhasil di upayakan mediasi

dan Kecamatan Dungingi sebanyak 11 kasus dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 hanya 2

kasus sengketa yang tidak berhasil diupayakan mediasi.



4.2.2 Menelaah Pengaduan Sengketa Tanah

Pada saat Segera setelah pemohon melaporkan kasusnya ke Kantor Pertanahan Gorontalo

atau ke Departemen Administrasi mengeluarkan surat nasihat kepada Departemen Arbitrase,

Sengketa dan Kehakiman untuk menyelesaikan masalah yang diajukan oleh pelapor.

Dari survei di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo dan wawancara dengan ibu-ibu. Hasni

Salamanja, sebagai Direktur Unit Penyelesaian Masalah dan Pertanahan, Sengketa, dan

Pengelolaan Lahan:

"Penyelesaian sengketa tanah oleh BPN melalui lembaga mediasi biasanya didasarkan

pada dua prinsip dasar: (a) kebenaran formal fakta yang mendasari masalah ini, dan (b)

keinginan bebas para pihak yang bersengketa."

Ia juga mengatakan, penyelidikan dan penyidikan hukum, fisik dan administrasi harus

dilakukan untuk mengetahui status kasus tersebut. Keputusan untuk menyelesaikan sengketa atau

permasalahan tanah merupakan hasil pengujian fakta dari objek yang disengketakan.Pidato,

Sollen dan das Sein, adalah rumus untuk menyelesaikan suatu masalah berdasarkan sisi benar

atau salah.

Sebagai bagian dari penyelesaian sengketa, para pihak diperbolehkan untuk

mengungkapkan pandangan mereka tentang masalah tersebut secara transparan untuk

pendekatan yang seimbang.Selain itu, dalam beberapa kasus, mereka mungkin diberi kebebasan

untuk menentukan rumus mereka sendiri untuk menyelesaikan masalah.Dalam hal ini, BPN

memantau pelaksanaan keputusan administratif hanya sebagai rumusan untuk menyelesaikan

masalah yang telah disepakati.



4.2.3 Pemanggilan Kedua Belah Pihak

Departemen Arbitrase, Arbitrase dan Kehakiman mengundang para pihak yang

bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan umum yang dapat memuaskan para pihak yang

bersengketa (win-win solution).

Persiapan mediasi penyelesaian sengketa tanah dengan menggabungkan kedua belah pihak

antara lain sebagai berikut:

1. Ketahui topik dan masalah duduk.

2. Apakah masalah dapat diselesaikan melalui mediasi atau tidak.

3. Tidak perlu membuat tim penguji untuk menyelesaikan perselisihan. Ada kalanya

pekerja konstruksi resmi dapat mengeringkan mediasi secara langsung.

4. Selain persiapan bahan dan persiapan prosedur, bahan yang diperlukan dan resume

tambahan disiapkan untuk membahas masalah sengketa. Mediator mengingatkan

bahwa dengan menguasai hakikat masalah, mengoreksi masalah, mengoreksi

proposal, bahkan kesepakatan yang diupayakan akan melanggar aturan di bidang

pertanahan, misalnya, penerima hak tanggungan dapat melanggar hakikat

pemberian hak dengan melanggar kepentingan ahli waris lainnya.

5. Tentukan waktu dan tempat mediasi.

Menurut ibu. Hasni Salamanja, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara penulis, selaku

direktur Departemen Pemecahan Masalah dan Pertanahan, Sengketa dan Pengelolaan Lahan:

"Panggilan kepada para pihak dimaksudkan untuk dapat mengungkapkan kepentingan para

pihak dan berkumpul untuk mencari solusi terbaik melalui negosiasi, mencapai kesepakatan



penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, dan biaya yang dikeluarkan

oleh para pihak tidak signifikan."

4.3 Faktor yang menghambat pelaksanaan Mediasi dalam upaya penyelesaian Sengketa

Tanah di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo

Mediasi adalah proses alternatif untuk menyelesaikan masalah dengan bantuan pihak ketiga

(mediator) dan prosedur yang disepakati oleh para pihak yang memfasilitasi solusi yang saling

menguntungkan (perdamaian) para pihak. Arbiter, orang / pejabat yang ditunjuk pada Dinas

Pertanahan Nasional Republik Indonesia, telah disetujui oleh para pihak yang bersengketa.

Komunikasi dilakukan oleh seorang pejabat / pegawai yang diangkat atas instruksi Kepala

Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Arbiter yang berbentuk arbiter berbentuk Mediator

yang Berwenang, di mana arbiter yang memediasi adalah Mediator yang Berwenang, yaitu

pejabat yang berwenang dalam masalah perselisihan dan berada di bawah orang yang

mengetahui bahwa perselisihan akan diselesaikan

Para pihak yang bersengketa harus terlibat langsung dalam mediasi masalah ini

Hal yang menghambat upaya mediasi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal

yang timbul dari para pihak yang berselisih dan faktor eksternal yang timbul dari objek yang

disengketakan dan pihak lain. Interupsi dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu terdapat dua

faktor sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Upaya Mediasi/Musyawarah



Setelah kesepakatan dicapai oleh para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui

lembaga mediasi, Departemen Sengketa, Arbitrase dan Kehakiman akan membuat laporan resmi

untuk pelaksanaan mediasi. Jenis menitnya adalah sebagai berikut:

a. Nama, yang dimaksud dengan nama disini adalah nama protokol untuk suatu karya

tertentu, sehingga letak karya, objek dan tempatnya jelas sehingga tidak ada

kebingungan atau inkonsistensi dalam nama tersebut;

b. tanggal pekerjaan, tanggal dan tanggal pekerjaan ditentukan dalam protokol

c. Dasar pelaksanaan langkah-langkah tersebut dikatakan sebagai dasar untuk

pelaksanaan proses negosiasi, pelaksanaan orang yang ditunjuk untuk diskusi atau

mediasi.

d. nama dan identitas resmi orang yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan, orang

yang ditunjuk untuk diskusi sesuai dengan Resolusi

e. Jenis pekerjaan, menunjukkan jenis pekerjaan yang dilakukan;

f. pihak yang terlibat, pihak yang terlibat juga disebutkan dalam protokol;

g. hasil tindakan, termasuk hasil diskusi;

h. peraturan yang berlaku, bagian ini hanya memuat kalimat akhir berita acara;

i. tanda tangan protokol, orang yang ditunjuk sesuai dengan surat rekomendasi

berdasarkan itu, atau orang yang menjalankan fungsi terkait, karena semua yang

tidak menandatangani berita acara melengkapi protokol.

Setelah aturan ditetapkan, mediator dalam hal ini BPN akan melakukan mediasi dengan

para pihak yang berselisih untuk mengambil keputusan yang saling menguntungkan. Jika kedua



belah pihak yang berselisih setuju dengan keputusan arbiter, keputusan tersebut akan

diberlakukan.

Kelanjutan keputusan dengan tindakan administratif, yaitu penyelesaian sengketa itu

sendiri. Mengenai implementasi perjanjian damai, protokol, jurnalis dan pemberitaan didasarkan

pada implementasi dokumen secara fisik dan administratif, yang didasarkan pada pertimbangan

Ketua BPN Kota Goorntalo untuk menyusun keputusan penyelesaian sengketa yang dibuat oleh

BPN Gorontalo dari BPN Gorontalo. perubahan telah dilakukan. Dinas Pertanahan Kota

Gorontalo.

Keputusan arbitrase harus ditandatangani oleh para pihak, arbiter, dan para saksi.Tanda

tangan harus dibuat pada tanggal dan tanggal keputusan dibuat dan tidak dapat dibuat secara

terpisah.Salah satu ciri penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah kemauan bebas para pihak.

Karena keputusan untuk menyelesaikan masalah dibuat dalam bentuk kontrak, maka

diperbolehkan untuk menentukan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hasil untung dan

rugi yang dihasilkan dari keputusan tersebut merupakan risiko penuh para pihak.

Setiap lembaga penyelesaian sengketa memiliki kelebihan dan kekurangan karena solusi

yang digunakan berbeda-beda.Untuk menyelesaikan sengketa, proses mediasi menggunakan

pendekatan yang menitikberatkan pada isu-isu yang diangkat (berdasarkan kepentingan) para

pihak.

Artinya mediasi mengedepankan manfaat bagi para pihak dalam menyelesaikan

sengketa.Dengan memusatkan perhatian pada kepentingan ini, kepentingan yang berbeda dari

pihak lawan dapat ditempatkan dengan nyaman. Hal ini akan mempengaruhi kepuasan atas

keputusan yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian perselisihan,



implementasi keputusan secara sukarela untuk menyelesaikan perselisihan. Ini adalah

keuntungan mendasar dari menengahi perselisihan.

1. Warisan tidak cukup untuk melakukan perbuatan hukum (belum kompeten), sehingga

warisan yang diwariskan harus diberikan terlebih dahulu sampai ahli warisnya mampu /

mampu melakukan perbuatan hukum

2. Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran tidak lengkap

3. tanah masih dalam perselisihan

b. Faktor Eksternal

1) Ekonomi atau biaya

Keadan ekonomi yang masih kurang maupun untuk melakukan pendaftaran tanah

yang bilang masih mahal, biaya pendaftaran tanah warisan mahal tergantung pada luas

dan letak atau lokasi tanahnya.

2) Pendidikan atau ketidaktahuan

Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, sehingga mereka tidak

mengetahui bagaimana besar manfaat mendaftarkan tanah warisan, sehingga kepastian

hukum hak miliknya menjadi jelas dan diakuinya secara hukum.

3) Budaya

Budaya masyarakat yang masih memegang teguh hukum adat sebagai warisan

peninggalan leluhurnya yang dalam mewariskan, cukup dengan lisan perkataan saja.

Berbagai kekurangan lembaga peradilan dalam menyelesaikan perselisihan dirasakan oleh

para pihak, terutama dalam hal kepuasan hukum, sehingga situasi ini semakin meyakinkan

perlunya mencari solusi lain yang dapat memuaskan pihak yang berselisih dan yang mencari



keadilan. Penyelesaian Sengketa) untuk menyelesaikan setiap sengketa yang terkait dengan

sengketa tanah.

Mengingat bahwa sengketa melalui pengadilan tata usaha negara dan negara seringkali

tampak tidak efektif, dan bahwa tindakan lain terbatas, ini adalah upaya terakhir pengendalian,

dan metode sengketa alternatif di luar pengadilan, seperti arbitrase. Di Indonesia, selama para

pihak mencari arbitrase, hal yang lumrah di Indonesia, dimana masalah rekonsiliasi dalam ranah

perdata, administrasi, dan pidana yang luas umumnya dibahas. Anda dapat menghubungi

Secara umum, sengketa tanah disebabkan oleh beberapa faktor, dan faktor-faktor tersebut

mendominasi setiap sengketa, antara lain sebagai berikut:

a. Aturan yang tidak lengkap

b. Penyimpangan

c. Pejabat pertanahan yang tidak memenuhi kebutuhannya dan jumlah lahan yang tersedia

d. Informasi yang tidak akurat dan tidak lengkap;

e. Data tanah tidak akurat

f. Sumber daya manusia yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa tanah;

g. Operasi pendaratan yang salah;Legislator atau

h. Organisasi lain memiliki keputusan, menghasilkan kombinasi kekuatan.



BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan mediasi dalam upaya penyelesaian sengketa tanah di kantor pertanahan

kota gorontalo meliputi adanya pengaduan dari masyarakat, kemudian kantor

pertanahan menelaah pengaduan sengketa tanah yang diajukan, memanggil kedua

belah pihak dan melakukan upaya musyawarah/mediasi.

2. Kendala dalam pelaksanaan mediasi di Kota Gorontalo yaitu dalam terjadi karena

beberapa faktor, yaitu faktor internal yang timbul dari pihak yang berselisih dan objek

perselisihan serta faktor eksternal yang timbul dari pihak lain. Kegagalan untuk

mematuhi sanksi hukum ini berdampak signifikan pada perlindungan hukum pemilik

tanah dan masyarakat pada umumnya.

5.2 Saran

1. Penyelesaian sengketa tanah di Gorontalo harus membentuk suatu lembaga yang dapat

menjadi penengah antara masyarakat dan pemerintah, yang memungkinkan masyarakat

untuk mengadukan tanah mereka, memperkuat posisi masyarakat atas kepemilikan tanah,

dan membawa keadilan yang baik dan adil bagi masyarakat

2. Kami berharap BPN berperan penting dalam memajukan lembaga mediasi sekaligus

mengimbau masyarakat untuk melakukan mediasi dengan baik.
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